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Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dalam hal peningkatan kebutuhan serta 
pelayanan khususnya di sektor publik, wewenang diberikan kepada Pemerintah 
Daerah dalam usaha untuk memberikan alokasi belanja modal untuk 
pembangunan di berbagai sektor pada masing-masing daerah. Penelitian ini 
bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah(PAD), Dana Alokasi 
Umum(DAU), Dana Alokasi Khusus(DAK),dan Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran(SiLPA)terhadap Belanja Modal(BM). Sampel penelitian ini terdiri dari 
29 Kabupaten dan 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan periode penelitian 
sebanyak tiga tahun yaitu tahun anggaran 2013-2015, pengambilan sampel 
menggunakan metode Sampling jenuh. Data Penelitian merupakan data sekunder 
dalam bentuk Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 
anggaran 2013-2015.Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
Pendapatan AsliDaerah(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi 
Khusus(DAK)berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM), sedangkan Sisa Lebih 
Pembiayaan Anggaran(SiLPA)tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal(BM). 
 
Kata kunci: pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, 





To implementing the Fiscal Decentralization for increasing the needs and the 
services, especially in the public sector, an  authority is granted to Local 
Government as an effort to provide a capital expenditure allocation for the 
establishment in the various sectors in each region in Indonesia. This study aims 
to examine the Locally-generated Revenue (PAD), General Allocation Fund 
(DAU), Specific Allocation Fund (DAK) and the Financing Surplus (SILPA) 
towards the Capital Expenditures (BM).  The data sampling of this study were 
from 29 districts and 6 cities in the province of Central Java, Indonesia and the 
saturated sampling method was used in the collecting data method. The 
Government data is inthe form of secondary data in the APBD Realization 
statement of central Java Governance in the 2013-2015. The analysis method has 
been done by using multiple linear regressions. The results of this study showed 
that the Locally-generated Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), 
Specific Allocation Fund (DAK) affected the Capital Expenditure (BM), while the 
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1. PENDAHULUAN 
Seiring perubahan kepemimpinan nasional dari Orde Baru menuju Orde 
Reformasi, pola hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah 
Pusat mengalami perubahan, yang mana sebelum reformasi, sistem 
pemerintahan yang dianut bersifat sentralistik, kemudian semenjak tahun 
1999 berubah menjadi sistem desentralisasi atau yang sering dikenal sebagai 
era otonomi daerah yang ditandai dengan adanya Undang-undang Nomor 22 
Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah dilakukan revisi 
menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-undang Nomor 32 
tahun 2004 mengatur mengenai kewenangan pemerintah daerah untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan  dan diarahkan untuk 
mempercepat kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan 
kewenangan yang luas dalam menggunakan sumber-sumber perekonomian 
daerah yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan yang menjadi salah satu 
sumber pendanaan bagi belanja daerah yang digunakan dalam kesejahteraan 
masyarakat. Belanja daerah tersebut disini lebih diarahkan pada Belanja 
Modal.  
Menurut Mardiasmo (2002:67), belanja modal adalah pengeluaran 
yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan menambah 
aset atau kekayaan pemerintah dan selanjutnya akan menambah anggaran 
rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaan. Belanja modal 
menunujukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap 
seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabotan, dan sebagainya. 
Pengalokasian belanja modal oleh pemerintah daerah tersebut didasarkan 
pada kebutuhan daerah atas aset tetap yang berupa sarana dan prasarana 
agar dioptimalkan secara baik dalam menjalani pelaksanaan tugas 
pemerintahan daerah serta untuk pelayanan publik. 
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber 
pendapatan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.  
Menurut Halim (2001:100), untuk meningkatkan kemandirian daerah 
pemerintah daerah haruslah berupaya secara terus-menerus menggali dan 
meningkatkan sumber keuangannya sendiri. 
Kemampuan keuangan dan kemandirian daerah antara satu dengan 
lainnya berbeda sehingga dapat mengakibatkan timbulnya ketimpangan 
fiskal. Dalam mengatasi ketimpangan fiskal, pemerintah memberikan Dana 
Perimbangan. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah adalah Dana 
Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek 
pemerataan dan keteradilan yang selaras dengan penyelengaraan urusan 
pemerintahan (UU 32/2004).  
DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam 
negri neto berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN). 
Pengalokasian DAU sendiri berdasarkan yang mana selisih antara 
kebutuhan daerah dan potensi daerah serta alokasi dasar dihitung 
berdasarkan jumlah gaji PNS daerah. Daerah yang memiliki potensi fiskal 
yang relatif besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh DAU 
relatif kecil. Sebaliknya bagi daerah yang mempunyai potensi fiskal relatif 
kecil, namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh DAU relatif 
besar.  
Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut Halim (2016:139), adalah 
dana perimbangan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada 
daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus 
yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 
Penggunaan DAK hanya dapat digunakan untuk kegiatan tertentu seperti 
kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan dan jembatan, kehutanan, 
pertanian, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, perikanan, dan kelautan. 
Selain dari PAD dan dana transfer dari pusat untuk membiayai 
kegiatan suatu daerah (DAU dan DAK), pemerintah daerah juga dapat 
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memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 
sebelumnya. SiLPA menurut Mahmudi (2015:76), adalah selisih lebih 
antara realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah selama periode 
anggaran. SiLPA merupakan suatu indikator yangmenggambarkan efisiensi 
sebuah  pengeluaran pada pemerintah daerah, karena SiLPA hanya akan 
terbentuk apabila terjadi surplus pada APBD serta sekaligus terjadi 
pembiayaan neto dengan arah yang positif, yang mana komponen 
penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan yang ada 
(Balai Litbang NTT dalam Nurachman, 2015). 
Menurut Penelitian Mufida dan Suryono (2016) PAD dan DAK 
berpengaruh terhadap Belanja Modal sedangkan DAU tidak berpengaruh 
terhadap Belanja Modal. Sementara menurut penelitian Prastiwi, Nurlaela, 
dan Yuli (2016) menyatakan bahwa variabel PAD dan DAU berpengaruh 
terhadap Belanja Modal sedangkan DAK tidak berpengaruh terhadap 
Belanja Modal. 
Penelitian ini merupakan replikasi dari Binti Amaliyah Mufida dan 
Bambang Suryono (2016) dengan menggunakan variabel dependen Belanja 
Modal dan variabel independennya PAD, DAU, DAK, dan SiLPA. 
Berdasarkan pada penelitian sebelumnya, penulis ingin mengembangkan 
penelitian tersebut. Dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan 
sebagai berikut: 
1. Jika pada penelitian sebelumnya tahun penelitian 2010-2014, maka 
pada penelitian ini penulis menggunakan tahun penelitian 2013-2015. 
2. Jika pada penelitian sebelumnya objek penelitian di Kabupaten/Kota di 
Jawa Timur sedangkan penelitian ini penulis melakukan objek 
penelitian di kabupaten/kota wilayah Jawa Tengah, serta menambah 
satu variabel independen yaitu SiLPA. 
Berdasarkan latar belakang tersebut yang menjadi fokus penelitian ini 
adalah “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA 
ALOKASIUMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DAN 
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) 
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TERHADAPBELANJA MODAL PADA TAHUN 2013-2015” (Studi 
Empiris Kabupaten/Kota di Jawa Tengah).Dengan faktor-faktor yang diteliti 
pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pertimbangan 
Pemerintah Daerah dalam upaya pengambilan kebijakan publik, 
peningkatan pelayanan terhadap publik secara merata serta dapat 
mengoptimalkan berbagai sumberpotensi-potensi yang ada secara 
efektif,efisien, dan ekonomis serta dapat dipertanggungjawabkan. 
2. METODE 
Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan melakukan 
uji hipotesis dan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan 
data sekunder dari Laporan Realisasi APBD yang terdapat pada Pemerintah 
Provinsi di Jawa Tengah tahun 2013-2015 yang mana data tersebut 
diperoleh dari kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK 
RI) Perwakilan Provinsi Jawa tengah. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi 
Jawa Tengah yang meliputi 29 daerah kabupaten dan 6 daerah kota sehingga 
total populasinya adalah 35 kabupaten/kota. Data populasi dalam penelitian 
ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), 
Dana Alokasi Khusus (DAK), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ( SiLPA), 
dan Belanja Modal. 
Sampel dalam penelitian ini menggunakan non probability sampling, 
yaitu dengan teknik samplingjenuh, yang mana teknik penentuan sampel 
apabila semua anggota populasi digunakansebagai sampel. Dengan 
demikian data penelitian ini adalah sebanyak 35, sehingga jumlah sampel 
penelitiankeseluruhan menjadi 105 data laporan realisasi anggaran (3 tahun 
x 35 Kabupaten/Kota). 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
bersumber dari Laporan Realisasi APBD Pemerintah Jawa Tengah tahun 
2013-2015, yang mana data tersebut diperoleh dari data, PAD,DAU, DAK,  
SiLPA, dan data realisasiBelanja Modal yang diperoleh dari kantor Badan 
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Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Provinsi 
Jawa Tengah. 
Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah dengan menggunakan metode dokumentasi diperoleh dari kantor 
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan 
Provnsi Jawa Tengah. Dokumentasi yang dilakukan adalah dengan 
mengumpulkan data sekunder, mencatat, dan mengolah data yang berkaitan 
dengan penelitian ini. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Deskripsi Data 
Penelitian ini dilakukan pada Laporan Realisasi APBD yang 
terdapat pada Pemerintah Provinsi di Jawa Tengah tahun 2013-2015 yang 
mana data tersebut diperoleh dari kantor Badan Pemeriksa Keuangan 
Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Adapun 
kriteria dari pemilihan sampel dapat dilihat pada tabel IV.1. 
Tabel 1 Data Pemilihan Sampel 
Keterangan Jumlah 
Jumlah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah 35 
Kabupaten/kota yang terdapat laporan Realisasi APBD 35 
Sampel Penelitian  35 
Total Sampel Penelitian x 3 tahun 105 
Jumlah Sampel 105 
Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 105 Laporan 
Realisasi APBD yang terdapat pada Pemerintah Provinsi di Jawa Tengah 
tahun 2013-2015. Deskripsi data dalam penelitian ini didasarkan atas 






3.2 Analisis Data 
Analisis dilakukan dengan membandingkan nilai minimum, nilai 
maksimum, dan rata-rata sampel. Statistik deskriptif dari variabel bebas dan 
variabel terikat dapat dilihat pada tabel 2. 
Tabel .2 Statistik Deskriptif 
 Minimum Maksimum Mean Std. Deviation 
PAD 95192786972 1201581778459 240125609743.31 173126149757.664 
DAU 358331867000 1332536848000 848343915371.43 226892554349.246 
DAK 3750100000 173385700000 67223208247.62 30430064356.020 
SILPA 71763239444 1194348650680 272276023882.98 170800934693.394 
BM 51980727019 800181230907 257411591413.48 131492630364.252 
Sumber: Data Sekunder Diolah Penulis, 2018. 
Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa pada variabel PAD 
diperoleh nilai terendah sebesar 95192786972 yang terletak di kabupaten 
Blora pada periode tahun 2013, nilai terbesar sebesar 1201581778459 yang 
terletak di kota Semarang pada periode tahun 2015, nilai rata-rata sebesar 
240125609743.31, nilai simpangan baku sebesar 173126149757.664.  
Variabel DAU diperoleh nilai terendah sebesar 358331867000 yang 
terletak di kota Salatiga pada periode tahun 2013, nilai terbesar 
1332536848000 yang terletak pada kabupaten Cilacap pada periode tahun 
2015, nilai rata-rata sebesar 848343915371.43, nilai simpangan baku sebesar 
226892554349.246.  
Variabel DAK diperoleh nilai terendah sebesar 3750100000 yang 
terletak di kota Surakarta pada periode tahun 2015, nilai terbesar sebesar 
173385700000 yang terletak di kabupaten Cilacap pada periode tahun 2015, 
nilai rata-rata sebesar 240125609743.31, nilai simpangan baku sebesar 
170800934693.394.  
Variabel SiLPA diperoleh nilai terendah sebesar 71763239444 yang 
terletak di kabupaten Pekalongan pada periode tahun 2013, nilai terbesar 
sebesar 1194348650680 yang terletak pada kota Semarang pada periode 
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tahun 2015, nilai rata-rata sebesar 272276023882.98, nilai simpangan baku 
sebesar 173126149757.664.  
Variabel Belanja Modal diperoleh nilai terendah sebesar 51980727019 
yang terletak pada kabupaten Rembang pada periode tahun 2015, nilai 
terbesar sebesar 800181230907 yang terletak pada kota Semarang pada 
periode tahun 2014, nilai rata-rata sebesar 257411591413.48, nilai simpangan 
baku sebesar 131492630364.252. 
3.3 Uji Asumsi Klasik. 
 Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, 
uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 
a. Uji Normalitas 
Hasil pengujian normalitas menggunakan uji Kolmogorov Smirnov 
menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,206 lebih besar dari 0,05. Hal ini 
berarti bahwa persamaan regresi untuk model dalam penelitian ini 
memiliki sebaran data yang normal, sehingga model penelitian 
dinyatakan telah memenuhi asumsi normalitas seperti terlihat pada tabel 
.3. 









b. Uji Multikolinearitas 
Hasil pengujian multikolinearitas tidak terjadi adanya multikolinearitas, 
karena nilai VIF semua variabel kurang dari 10, sedangkan Tolerance 
Value di atas 0,10. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, maka dapat 







Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas 
Variabel Tolerance VIF Keterangan 
PAD 0,356 2,811 Tidak ada multikolinearitas 
DAU 0,441 2,269 Tidak ada multikolinearitas 
DAK 0,567 1,765 Tidak ada multikolinearitas 
SiLPA 0,302 3,309 Tidak ada multi kolinearitas 
Dari tabel tersebut juga menunjukkan bahwa seluruh independen VIF 
kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dai 0,1 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa hubungan linear diantara variabel-variabel bebas 
dalam model regresi tidak ada multikolinearitas. 
c. Uji Heteroskedastisitas 
Hasil uji heteroskedastisitas dengan uji Spearmans Rho dengan cara 
mengkorelasikan variabel bebas yang terdiri dari PAD, DAU, DAK, dan  
SiLPA dengan unstandardized residual diperoleh  value sebagaimana 
terlihat pada tabel 5. 
Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Variabel -value Keterangan 
PAD 0,403 Tidak terjadi heteroskedastisitas 
DAU 0,508 Tidak terjadi heteroskedastisitas 
DAK 0,484 Tidak terjadi heteroskedastisitas 
SiLPA 0,066 Tidak terjadi heteroskedastisitas 
Dari tabel tersebut diketahui bahwa variabel bebas PAD, DAU, DAK,dan 
SiLPA menunjukkan nilai -value lebih besar dari 0,05, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa variabel PAD, DAU, DAK, dan SiLPA bebas dari 
masalah heteroskedastisitas. 
d. Uji Autokorelasi 
Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. 
Untuk mendeteksi ada/tidaknya autokorelasi dilakukan pengujian Durbin 





Tabel 6 Hasil Uji Autokorelasi 
Variabel DW  Keputusan Keterangan 
PAD, DAU, DAK, dan SiLPA 1,803 -2>1,803<+2 
Tidak terjadi 
autokorelasi 
Berdasarkan tabel tersebut diketahui nilai Durbin-Watson yaitu 1,803. 
Nilai Durbin-Watson berada di antara -2 dan +2 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini tidak terjadi autokorelasi. 
3.4 Uji Hipotesis.  
Uji hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis 
regresi linear berganda, uji F, uji t, dan koefisien determinasi (R2). 
a. Regresi Linier Berganda. 
Model analisis dipilih karena penelitian ini dirancang untuk meneliti 
variabel-variabel terikat. Adapun teknik pengolahan data menggunakan 
program aplikasi SPSS. Hasil pengolahan data dengan bantuan komputer 
program SPSS versi 21 adalah sebagaimana terlihat pada tabel 7.  
Tabel 7 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
Variabel  thitung Sig. 
Constans -55302257812,691 -1,901 0,060 
PAD 0,392 5,490 0,000 
DAU 0,125 2,551 0,012 
DAK 1,248 3,871 0,000 
SILPA 0,105 1,332 0,186 
Berdasarkan hasil pengujian regresi linear berganda pada tabel tersebut 
dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut: 
 BM = -55302257812,691 + 0,392PAD + 0,125DAU + 1,248DAK + 0,105SILPA + e 
Keterangan: 
BM = Belanja Modal 
PAD = Pendapatan Asli Daerah 
DAU = Dana Alokasi Umum 
DAK = Dana Alokasi Khusus 
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SILPA = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
e  = Error 
Berdasarkan persamaan regresi linear berganda tersebut, dapat 
dinterpretasikan sebagai berikut:  
1) Besarnya nilai konstanta adalah -55302257812,691. Hal ini 
menunjukkan bahwa jika variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana 
Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran diasumsikan konstan atau sama dengan 0, maka besarnya 
variabel belanja modal yang diukur adalah sebesar                                
-55302257812,691. 
2) Besarnya nilai koefisien variabel PAD senilai 0,392. Hal ini 
menunjukkan bahwa apabila semakin besar Pendapatan Asli Daerah, 
maka belanja modal akan semakin besar. Sebaliknya apabila 
pendapatan asli daerah semakin kecil, maka belanja modal akan 
semakin kecil. 
3) Besarnya nilai koefisien variabel DAU senilai 0,125. Hal ini 
menunjukkan bahwa apabila semakin besar Dana Alokasi Umum, 
maka belanja modal akan semakin besar. Sebaliknya apabila Dana 
Alokasi Umum semakin kecil, maka belanja modal akan semakin 
kecil. 
4) Besarnya nilai koefisien variabel DAK senilai 1,248. Hal ini 
menunjukkan bahwa apabila semakin besar Dana Alokasi Khusus, 
maka belanja modal akan semakin besar. Sebaliknya apabila Dana 
Alokasi Khusus semakin kecil, maka belanja modal akan semakin 
kecil. 
5) Besarnya nilai koefisien variabel SiLPA senilai 0,105. Hal ini 
menunjukkan bahwa apabila semakin besar Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran, maka belanja modal akan semakin besar. Sebaliknya 
apabila Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran semakin kecil, maka 





3.5 Pengaruh PAD Terhadap Belanja Modal.  
 Berdasarkan hasil uji t dapat diperoleh bahwa pendapatan asli daerah 
berpengaruh terhadap belanja modal, sehingga H1 dalam penelitian ini 
diterima.  
PAD yang didapatkan oleh daerahnya masing-masing digunakan untuk 
pengalokasian belanja daerah ataupun pengeluaran daerah untuk peningkatan 
pembangunan dan kesejahteraan baik belanja operasional maupun belanja 
modal tergantung persentasinya dan kebutuhan daerah masing-masing. Setiap 
daerah diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk menggali dan 
memaksimalkan sumber pendapatan yang ada didaerahnya. Peningkatan 
PAD dapat menggambarkan tingkat kemandirian suatu keuangan daerah yang 
dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan dalam otonomi daerah (Halim dan 
Kusufi, 2012). 
Hasil riset ini sesuai dengan penelitian Imas dan Sugeng (2015), Fiona, 
Taufik, dan Ratnawati (2016), serta Prastiwi, Nurlaela dan Yuli (2016), yang 
menyatakan PAD berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja moda 
3.6 Pengaruh DAU Terhadap Belanja Modal.  
Berdasarkan hasil uji t dapat diperoleh bahwa DAU berpengaruh 
terhadap belanja modal, sehingga H2 dalam penelitian diterima.  
Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan PP No. 55 Tahun 
2005 tentang Dana Perimbangan, sifat dari DAU tersebut adalah “Block 
Grant” yang berarti keleluasaannya atas penggunaan dari DAU yang 
diberikan kepada kepala daerah disesuikan dengan prioritas serta kebutuhan 
daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dalam rangka 
pelaksanaan otonomi daerah serta mengatasi ketimpangan horizontal antar 
daerah) dan untuk pemerataan kemampuan antar daerah serta mengisi 
kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya dan didistribusikan 
dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang mana daerah 
miskin dan terbelakang harus menerima DAU lebih besar dari pada daerah 
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yang kaya sehingga daerah yang mempunyai kemampuan keuangan dibawah 
daerah yang lain dapat memiliki kemampuan keuangan yang sama dengan 
daerah lain yang memiliki kemampuan keuangan yang baik 
Hasil riset ini sesuai dengan penelitian Imas dan Sugeng (2015), Fiona, 
Taufik, dan Ratnawati (2016), serta Prastiwi, Nurlaela dan Yuli (2016). Hal 
ini menunjukkan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap alokasi 
belanja modal. 
3.7 Pengaruh DAK Terhadap Belanja Modal.  
Berdasarkan hasil uji t dapat diperoleh bahwa DAK berpengaruh 
terhadap belanja modal, sehingga H3 dalam penelitian ini diterima.  
DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai 
kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas 
nasional (Halim, 2016). Daerah penerima DAK wajib menganggarkan dana 
pendamping untuk mendanai kegiatan fisik sekurang-kurangnya 10% dari 
nilai DAK yang diterimanya dalam APBD. DAK sendiri tidak dapat 
digunakan untuk membiayai biaya perjalanan pegawai daerah, biaya 
pelatihan, biaya penelitian, biaya penyiapan proyek fisik, biaya penelitian, 
biaya adminstrasi umum, dan lain-lain biaya umum yang sejenis. Biaya 
tersebut dapat dibebankan pada APBD di luar dana pendamping 
Hasil riset ini sesuai dengan penelitian Mufida dan Suryono (2016), 
yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap alokasi 
belanja modal. 
3.8 Pengaruh SiLPA Terhadap Belanja Modal. 
 Berdasarkan hasil uji t dapat diperoleh bahwa SiLPA tidak 
berpengaruh terhadap belanja modal, sehingga H4 dalam penelitian ini 
ditolak. 
SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran 
daerah selama periode anggaran. SiLPA dihitung dari nilai pos surplus 
ditambah dengan defisit pembiayaan neto yang mana komponen penerimaan 
lebih besar dari pembiayaan (Mahmudi, 2015). Dalam Permendagri No. 13 
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tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, selisih lebih 
realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran (SiLPA) selama satu periode 
anggaran yang mana nantinya dapat dipergunakan untuk kegiatan tahun 
berikutnya. SiLPA merupakan suatu indikator yang menggambarkan efisiensi 
sebuah  pengeluaran pada pemerintah daerah, karena SiLPA hanya akan 
terbentuk apabila terjadi surplus pada APBD serta sekaligus terjadi 
pembiayaan neto dengan arah yang positif, yang mana komponen penerimaan 
lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan yang ada. Dalam 
penelitian ini diketahui bahwa SiLPA tidak terlalu dimanfaatkan oleh 
Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah untuk keperluan belanja modal. 
Hal ini menjelaskan bahwa perencanaan belanja tidak berlebihan pada saat 
penyusunan APBD. 
Hasil riset ini sesuai dengan penelitian Purnama (2014), serta Imas dan 
Sugeng (2015), yang menyatakan SiLPA tidak berpengaruh  terhadap alokasi 
belanja modal. Akan tetapi hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan 
penelitian sebelumnya yang dilakukan Sugiarthi dan Supadmi (2014) SiLPA 
berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. 
4. PENUTUP 
4.1 Simpulan 
Setelah mengetahui permasalahan, meneliti, dan membahas hasil 
penelitian tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi 
Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran (SiLPA) terhadap belanja modal, maka peneliti mengambil 
simpulan sebagai berikut: 
a. PAD berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini disebabkan karena 
tingkat signifikansi PAD (0,000) lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis 
H1 dalam penelitian ini diterima. 
b. DAU berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini disebabkan karena 
tingkat signifikansi DAU (0,012) lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis 
H2 dalam penelitian ini diterima. 
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c. DAK berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini disebabkan karena 
tingkat signifikansi DAK (0,000) lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis 
H3 dalam penelitian ini diterima. 
d. SiLPA tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini disebabkan 
karena tingkat signifikansi SiLPA (0,186) lebih besar dari 0,05, sehingga 
hipotesis H4 dalam penelitian ini ditolak. 
 
4.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian yang dilakukan ini memiliki keterbatasan, sehingga perlu 
diperhatikan bagi peneliti-peneliti sebelumnya. Adapun keterbatasan 
penelitian yang ada adalah sebagai berikut: 
a. Sampel yang digunakan hanya sebatas kota/kabupaten di Propinsi Jawa 
Tengah, sehingga eksternal validitas sampel masih rendah. 
b. Tahun pengamatan hanya dari tahun 2013-2015, sehingga belum 
memberikan gambaran hasil yang dapat digeneralisasi. 
c. Penelitian ini terbatas pada variabel yang dipergunakan yaitu hanya PAD, 
DAU, DAK, SiLPA dalam mempengaruhi belanja modal, sehingga 
variabel-variabel lain yang diduga mempengaruhi belanja modal tidak 
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